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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaanya meliputi juga 

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada 

diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960, yaitu sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UU PA

dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi dan

setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan

penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan

tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan Peraturan

iPerundang-Undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tanah adalah 

merupakan salah satu sarana yang amat penting dan masalah pengadaan tanah 

untuk kebutuhan tersebut tidaklah mudah untuk dipecahkan, karena dengan 

semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan akan tanah akan semakin 

meningkat pula, sedangkan persedian tanah sangat terbatas.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2005, hal.

1
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Berbicara tentang pembangunan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan 

masalah tanah karena setiap kegiatan Pembangunan Nasional yang sedang 

dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun swasta yang sifatnya fisik maupun 

non-fisik, secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tersedianya 

tanah yang cukup bagi kegiatan pembangunan. Tanah juga merupakan tempat 

pemukiman bagi sebagian besar umat manusia dan sebagai sumber penghidupan 

bagi sebagian umat manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan 

perkebunan, akhirnya tanah menjadi tempat istirahat bagi manusia setelah 

meninggal dunia. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti dan peranan 

penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan 

manusia tergantung dengan tanah.

“Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 

dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan 

tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.3

Pengadaan tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 

Tahun 1993 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, dan pada tahun 2006 direvisi kedalam Peraturan Presiden Nomor 65

2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 
Gajah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977, hal. 6.

3 http://www.legalitas.org/Kumpulan_Undang-Undang/Undang-undang Pertanahan/Perpres 
36-2005.php.htm

http://www.legalitas.org/Kumpulan_Undang-Undang/Undang-undang
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Tahun 2006. Pengadaan tanah itu sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu 

melalui Pembebasan Hak Atas Tanah dan Pencabutan Hak Atas Tanah.

Dalam persoalan tanah untuk pembangunan ini ada berbagai kepentingan 

yang kelihatannya tidak saling mengimbangi antara satu dengan yang lainnya. Di 

satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama, 

sedangkan di lain pihak sebagian besar warga masyarakat memerlukan juga tanah 

tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.

Bilamana tanah diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan 
pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga 
masyarakat yang seharusnya tidak sampai terjadi dalam Negara yang 
menganut prinsip rule oflaw, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja, 
maka usaha pembangunan akan macet.4

Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam 

kondisi ekonomi yang sama ketika mereka belum digusur, sehingga perundingan 

mengenai ganti rugi tersebut harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, masalah utama 

yang sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan 

adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat 

sebagai pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang 

sesuai, karena banyak dari masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan 

tidak atau kurang sesuai dengan harga tanah yang berlaku umum di masyarakat,

Bandung4 1978^7Beberapa Pemikiran Ke^ah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni,
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dilain pihak, pemerintah, dalam hal ini panitia pengadaan tanah harus 

menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pengadaan tanah tersebut seringkah menimbulkan permasalahan yang 

seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan 

Pemerintah.

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab Bangsa 

baik Pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti setiap Warga 

Negara Indonesia (WNI) dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial. Ini berarti hak-hak tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak 

Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Milik harus dilepas demi 

kepentingan umum, kalau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

Akan tetapi hak seseorang tersebut tetap dilindungi oleh Pemerintah atau Undang- 

Undang. Menyadari akan kebutuhan nilai serta fungsi dari tanah, menyebabkan 

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, melakukan suatu pengaturan 

tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA.

Dengan semakin bertambahnya penduduk di kota-kota besar yang diiiringi 

dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang memakai sarana jalan umum yang 

ada di Indonesia pada umumnya, dan di Kota Palembang yang kita cintai ini pada 

khususnya, hendaklah diiringi juga dengan pembangunan sarana jalan yang
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memadai bagi pengguna jalan untuk merespon dari kondisi kemajuan jaman dan 

perekonomian pada dewasa ini.

Gubernur Sumsel Syahrial Oesman menambahkan, konsep jalan layang 

menjadi solusi yang diterapkan Pemerintah Sumsel. Oleh karena itu, selain di 

Simpang Polda, direncanakan masih ada empat jalan layang lagi yang akan 

dibangun, antara lain di Simpang Patal, Simpang Charitas, simpang Plaju- 

Kertapati dan Simpang Bandara.5

Dengan kondisi jalan yang hampir sama dengan keadaan sepuluh (10) 

tahun yang lalu, pada saat ini jalan-jalan umum terasa makin sempit dan padat 

kendaraan, sering kita jumpai di ruas-ruas jalan di Kota Palembang dan 

perempatan lampu merah, terjadi penumpukan kendaraan yang mengakibatkan 

kemacetan lalu-lintas terutama di jam-jam sibuk padat kendaraan seperti jam 

berangkat kantor dan sekolah anak pada pagi hari serta jam pulang kantor dan 

pulang sekolah anak pada sore hari.

Kemacetan ini sering kita jumpai di beberapa titik lampu merah di Kota 

Palembang, seperti lampu merah simpang Patal, lampu merah Sekip pangkal dan 

Sekip ujung, lampu merah Kertapati-Plaju, dan lebih parah lagi di lampu merah 

simpang Charitas dan simpang Polda. Dari sekian banyak lampu merah yang ada 

di Kota Palembang, yang dianggap perlu untuk diperhatikan secara khusus oleh 

Pemerintah Kota Palembang yaitu simpang lampu merah Charitas dan Polda, dari

5 http://www.SUMSEL_NEWS_ONLINE.Berita_Terkini_Paling_Aktual.Dari Sumatera
Selatan-Indonesia.htm (30 Agustus 2007)

http://www.SUMSEL_NEWS_ONLINE.Berita_Terkini_Paling_Aktual.Dari
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kedua titik tersebut sering kita jumpai kemacetan lalu-lintas yang sangat parah, 

dikarenakan kondisi jalan yang hampir tidak banyak perubahan dan tidak adanya 

alternatif jalan yang bisa dilalui pengguna jalan untuk menghindari kemacetan.

Pada dasarnya Pemerintah Kota Palembang sudah merespon dengan baik 

kondisi tersebut, dikarenakan terbatasnya anggaran dana dan belum adanya 

investor yang bersedia membiayai dalam penanggulangan kondisi tersebut, serta 

masih banyaknya fasilitas umum yang harus dibangun oleh Pemerintah Kota 

Palembang untuk kepentingan masyarakatnya, maka tertundalah keinginan dari 

Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi kemacetan di Kota Palembang ini.

Pada akhirnya telah ada rencana penanggulangan permasalahan kemacetan yang

melanda Kota Palembang lima (5) tahun belakangan ini dengan cara 

pembangunan jalan layang.

Untuk saat ini anggaran dana masih terbatas, melihat kondisi yang ada, 

Pemerintah Kota Palembang menganggap perlu dan memprioritaskan lampu 

merah simpang Polda terlebih dahulu untuk dibangun jalan layang. Dikarenakan 

masih sedikitnya gedung-gedung disekitamya dan proses yang tidak terlalu rumit 

dalam pembebasan lahan dalam pembangunan fly-over ini, serta penumpukan 

kendaraan yang sangat parah dari arah jalan Kol. H. Barlian maka dipilihlah 

lampu merah simpang Polda untuk menjadi prioritas utama dalam pembang 

fly-over pada tahun 2007.

unan
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Penulis berpendapat faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemerintah 

Propinsi Sumsel menganggap perlu dibangunnya jalan layang (fly-over) Simpang 

Polda Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Program jangka panjang Pemerintah Kota Palembang dalam 

pembangunan Kota Palembang itu sendiri.

2. Sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi dalam 

mengatasi kemacetan lalu-lintas di Kota Palembang karena semakin 

bertambahnya penduduk yang diiringi bertambahnya jumlah kendaraan di 

Kota Palembang.

3. Dalam rangka mendukung Visit Musi 2008.

4. Untuk mendukung dalam tewujudnya Kota Palembang sebagai kota yang

Bersih, Aman, Rapih, dan Indah ( BARI ).

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan layang 

(fly-over) Simpang Polda Kota Palembang ini pada dasarnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah guna menunjang usaha pembangunan yang menitikberatkan pada 

kepentingan umum dengan mengorbankan hak-hak atas tanah dari masyarakat 

luas, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan 

sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Berpangkal tolak dari adanya pembebasan tanah untuk kepentingan 

pembangunan tersebut, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan 

menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “PENGADAAN HAK ATAS
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TANAH AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN LAYANG (FLY-OVER) 

SIMPANG POLDA KOTA PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan Pembangunan Jalan Layang (fly-over) Simpang 

Polda Kota Palembang ?

2. Bagaimana pelaksanaan di lapangan dalam pembebasan tanah untuk

Pembangunan Jalan Layang (fly-over) Simpang Polda Kota Palembang ?

3. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan

tanah tersebut dan bagaimana solusi atau upaya yang akan ditempuh untuk

menyelesaikannya di lapangan ?

C. Ruang Lingkup

Dengan luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan- 

permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang 

lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada pembebasan 

tanah, baik yang dikuasai oleh individu maupun kelompok untuk Proyek 

Pembangunan Jalan Layang (Fly-over) Simpang Polda Kota Palembang. Analisis 

skripsi ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelakasanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Pembangunan Jalan Layang (fly- 

over) Simpang Polda Kota Palembang;

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh 

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang dan Instansi-

instansi yang terkait dalam Pembangunan Jalan Layang (Fly-over)

Simpang Polda Kota Palembang;

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan

pembebasan tersebut dan upaya penyelesaiannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan 

pemikiran dalam rangka proses pengembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan bidang Hukum Perdata pada khususnya;

b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.
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2. Secara Praktisi

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat pada khususnya mengenai proses pembebasan tanah 

Akibat Pembangunan Jalan Layang (Fly-over) Simpang Polda Kota

Palembang;

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak Pemerintah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya;

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi

salah satu solusi di masa yang akan datang apabila terdapat kendala-

kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara yuridis 

empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah pengadaan tanah 

akibat pembangunan jalan layang (fly-over) simpang Polda Kota Palembang 

demi kepentingan umum dan atau untuk kepentingan rakyat, yang mana kita 

ketahui pembangunan fly-over ini sudah sangat mendesak dan menjadi solusi 

yang tepat dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di simpang Polda Kota 

Palembang serta tidak lupa mengacu atau berpedoman pada Perundang-Undangan 

dan peraturan yang berlaku sebelumnya.
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Untuk mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan ( Library 

Research ) atau dari studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan 

untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum 

serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan 

cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum;
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Agraria;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil 

penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.6

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal 

ilmiah. Surat kabar, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan

penelitian juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan

situs-situs internet tersebut memuat berita yang berhubungan dengan 

obyek kajian penelitian ini.7

2. Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan ( Field 

Research ) guna mendapatkan data, keterangan atau informasi langsung dari 

responden yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang, 

yang terdiri dari Pemerintah Kota Palembang, dan Instansi-Instansi lain yang 

terkait dalam proyek pembangunan fly-over simpang Polda Kota Palembang.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan 

ini adalah wawancara yang terstruktur ( Guided Inteview ) secara selektif

* Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-8. 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 14-15.
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dengan responden tertentu. Wawancara ini digunakan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh 

penjelasan dan klasifikasi dari responden tersebut. Adapun responden dalam 

penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu penentuan responden yang 

didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah

orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalamannya

dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan

layang (fly-over) Simpang Polda Kota Palembang. Dalam hal penulis

melakukan pengambilan data di Kantor Walikota Palembang.

3. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun baik data primer maupun data sekunder, 

akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang telah terkumpul tersebut diselesaikan beradasarkan 

kualitasnya menjadi data yang ringkas dan sistematis sehingga didapat suatu 

kesimpulan.
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